
 

 
 

 

 

BUPATI TANAH BUMBU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 

NOMOR  83  TAHUN 2025 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 56 TAHUN 

2021 TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANAH BUMBU, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pertanian di 

wilayah kecamatan, dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian 

pada setiap kecamatan; 

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan pembentukan Balai 

Penyuluhan Pertanian dengan adanya pemekaran kecamatan, 

diperlukan penambahan Balai Penyuluhan Pertanian 

sehingga Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 56 Tahun 

2021 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, 

perlu dilakukan perubahan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah 

Bumbu Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pembentukan Balai 

Penyuluhan Pertanian; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4265); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757);



 

 

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6897); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang 

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 311); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tahun 2016 tentang 

Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038); 

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

03/Permentan/SM.200/1/2018 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jabatan 

Fungsional di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 1079) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2025 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 

2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 586); 



 

 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 

Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu Tahun 2021 Nomor 5); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137); 

22. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tugas, 

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas 

Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 

2017 Nomor 40); 

23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

Tahun 2023 Nomor 83); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG 

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN. 

 
Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu 

Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Balai Penyuluhan 

Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu 

Tahun 2021 Nomor 56) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
BAB III 

PEMBENUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

 
Pasal 3 

 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP. 

(2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja 

nonstruktural yang memiliki wilayah kerja pada 1 (satu) 

kecamatan. 

(3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. BPP Satui, berkedudukan di Kecamatan Satui dengan 

wilayah kerja Kecamatan Satui; 

b. BPP Angsana, berkedudukan di Kecamatan Angsana 

dengan wilayah kerja Kecamatan Angsana; 

c. BPP Kuranji, berkedudukan di Kecamatan Kuranji dengan 

wilayah kerja Kecamatan Kuranji; 



 

 

d. BPP Sungai Loban, berkedudukan di Kecamatan Sungai 

Loban dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Loban; 

e. BPP Kusan Hilir, berkedudukan di Kecamatan Kusan Hilir 

dengan wilayah kerja Kecamatan Kusan Hilir; 

f. BPP Batulicin, berkedudukan di Kecamatan Batulicin 

dengan wilayah kerja Kecamatan Batulicin; 

g. BPP Karang Bintang, berkedudukan di Kecamatan Karang 

Bintang dengan wilayah kerja Kecamatan Karang Bintang; 

h. BPP Kusan Hulu, berkedudukan di Kecamatan Kusan 

Hulu dengan wilayah kerja Kecamatan Kusan Hulu; 

i. BPP Mantewe, berkedudukan di Kecamatan Mantewe 

dengan wilayah kerja Kecamatan Mantewe; 

j. BPP Simpang Empat, berkedudukan di Kecamatan 

Simpang Empat dengan wilayah kerja Kecamatan Simpang 

Empat; 

k. BPP Kusan Tengah, berkedudukan di Kecamatan Kusan 

Tengah dengan wilayah kerja Kecamatan Kusan Tengah; 

l. BPP Teluk Kepayang, berkedudukan di Kecamatan Teluk 

Kepayang dengan wilayah kerja Kecamatan Teluk 

Kepayang. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di Batulicin 

pada tanggal 31 Desember 2025 

BUPATI TANAH BUMBU, 

 

         -ttd- 

 

ANDI RUDI LATIF 

 

Diundangkan di Batulicin 

pada tanggal 31 Desember 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 

 

           -ttd-  

 

YULIAN HERAWATI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 83   


